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RISWANDI RAHMAT R, B11112366, dengan judul skripsi “ Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Studi Kasus Putusan 
Nomor 78/Pid.B/2014/PN. Mks) di bawah bimbingan Syukri Akub selaku 
pembimbing I, dan Abd. Asis selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak 
pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan 
No. 78/Pid.B/2014/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis 
Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana dalam putusan No. 78/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan 
data dengan cara penelitian studi dokumen yang dilakukan di Pengadilan Negeri 
Makassar dan membaca literature dan sumber bacaan lainnya serta teknik 
wawancara dimana penulis melakukan Tanya jawab langsung keapda pihak-
pihak terkait dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa dan pakar 
hukum menyangkut objek penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) penerapan unsur tindak pidana 
pembunuhan berencana hukum dalam putusan Nomor 78/pid.B/2014/PN.Mks 
adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan 
kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiair 338 KUHP, dakwaan lebih 
subsidair 351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua 285 KUHP. Diantara Pasal-
pasal didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan 
mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yang terbukti secara sah dan 
meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. b) pertimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan Nomor 78/pid.B/2014/PN.Mks menurut penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. 
Karena berdasarkan keterangna saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti 
penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa 
pada saat terdakwa melakukan  perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadan 
dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga 
Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana dengan 
sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta 
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A. Latar belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 
Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada 
di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia 
dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala 
perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan 
hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang 
bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang 
tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara 
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. 
Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu 
mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena 
dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu 
dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. 
Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan 
keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa 
berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang 
ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu 
hukum positif. 
Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai 
tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan 
khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah 
terjadinya kejehatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras 
dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), 
masyarakat dan Negara. Hukum pidana dengan sanksi yang keras 
dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi 
hukumlainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, seiring 
juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium 
perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan premanisme di 
Indonesia. 
Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari 
waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaiamana 
pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. 
Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada 
manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya 
kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekunsi bahwa aparat 
serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap 
dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi 
termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan. 
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Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si 
pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan 
apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI 
Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap oarng berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 
Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum 
pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa 
pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-
ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap 
nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari 
tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 3501. 
Salah satu pembunuhan yang pernah berproses di Pengadilan 
Negeri Makassar adalah kasus pembunuhan Nur Halimah salah seorang 
mahasiswa UNM Makassar dengan tempat kejadian perkara di Jalan 
Monumen Emmy Saelan III, Nomor 2, kecamatan Rappocini, Makassar, 
pada 9 oktober 2013 lalu dengan pelaku Asrul yang di vonis penjara oleh 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Majelis hakim memvonis Asrul dengan hukuman penjara seumur 
hidup karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana, 
pembunuhan berencana, subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, 
Penganiayaan berat, Pasal 338 KUHPidana, pembunuhan dan Pasal 285 
KUHPidana, tentang pemerkossan. 
                                                          
1 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan 
Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 11 
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Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan 
pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang pembunuhan 
yang di sertai pemerkosaan. Untuk itu penulis menangkat skiripsi dengan 
judul: “Tinjauan Yurudis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana (Studi Kasus No. 78 /PID.B / 2014 / PN. MKS.)” 
B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan 
berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 78/PID.B/ 
2014/PN.MKS. 
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana  dalam perkara 
putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS. 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan 
berencana  berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 
78/PID.B/2014/PN.MKS.  
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2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana  dalam 
perkara putusan No. 78 /PID.B/2014/PN.MKS. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikian sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 
masukkan bagi berbagi pihak dalam hal ini kalangan akademis, 
kalangan penegak hukum. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih 






A. Tinjauan umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana 
dikenal dengan berbagai istilah antara lain, Strafbaarfeit dan sering pula 
menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
memperguanakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. 
Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak 
Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:2 
1. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana 
2. Strafbare Handlung diterjemhkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana hukum jerman. 
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman.3  
Dilihat dari pengertian harfiahnya, Strafbaarfeit itu terdiri dari kata 
feit yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan 
                                                          
2 PAF Lamintang, 1997, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 101 
3 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 
hlm.19 
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atau eengedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti dapat 
dihukum hingga secara harfiah kata strafbaarfeit dapat dihukum.4  
Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari 
strafbaarfeit oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi 
yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. 
Di sisi yang sama, Andi Hamzah juga tidak jauh berbeda 
pendapatnya dengan Achmad Ali, di mana Delik menurutnya yaitu:5 
“Delict… strafbaar feit, vergrijp (tindak pidana), misdriff (kejahatan).” 
Menurut Pompe:6 
Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak disengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhdap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum 
Istilah Strafbaarfeit haruslah dihubungkan dengan sifat 
wederrechtelijk atau aan schuld wijten atau yang bersifat melawan 




Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan Keterhubungan 
den yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
 
Keterhubungan dengan sifat wederrechtelijk sangatlah penting, 
sebagaimana yang dicontohkan oleh pompe, suatu pelanggaran norma 
                                                          
4 PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 
hlm. 181 
5 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan 
(Judicialprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192 
6 PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
hlm. 207 
7 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 
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seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab KUHPidana yang 
berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. 
Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat 
wederrechtelijk, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain 
karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 49 KUHPidana. 
Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup 
apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit melainkan harus juga ada 
unsur strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana 
orang tersebut dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang telah ia lakukan 
itu bersifat wederrechtelijk dan ia lakukan dengan sengaja maupun 
dengan tidak sengaja. 
Hezewinkel Suringa mendefinisikan strafbaarfeit yaitu:8 
Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadkan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
di didalamnya. 
 
Simons telah merumuskan yaitu:9 
Starfbaarfeit sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan 
dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-
                                                          
8 PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
hlm. 190 
9 PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
hlm. 185 
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undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
Lanjut Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut: 
“Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”10 
Dari rumusan Simons tersebut diatas terlihat untuk adanya suatu 
strafbaarfeit itu diisyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh 
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar 
suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus 
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Setiap Strafbaarfeit itu sebagai suatu pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
onrechmatige handeling. 
Chairul Huda ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit 
berbeda dengan pandang pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar 
pada umumnya telah memasukkan faktor-faktor kesalahan dan 
pertanggung jawababan pidana sebagai bagian dari pengertian tindak 
pidana, maka Chairul Huda tidak sependapat dengan hal itu. 
Menurutnya kesalahan adalah faktor penentu pertanggung 
jawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi 
tindak pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut 
                                                          
10 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 
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kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluar 
konteks pengertian tindak pidana.11 
Sejalan dengan hal itu, Marshal mempunyai pandangan yang 
sama dengan Chairul Huda:12  
Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang 
dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat 
dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi 
tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana 
pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi 
kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan 
akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan 
tidak melakukan suatu omisi. 
 
Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang 
sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa 
tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana melalui 
alat-alatnya. 
Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, 
berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan 
bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini 
                                                          
11 Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 26 
12 Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 35 
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lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum Delictum nulla poena 
sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dahulu).13 
 
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana 
Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang 
disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana 
adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur 
tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut : 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:14 
a. “perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)” 
 
Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu 
dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian 
perbuatan pidana. 
                                                          
13 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 
27 
14 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 79 
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Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-
unsur;15 
a. “Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undngan 
c. Diandakan tindakan penghukuman.” 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 
diikuti penghukuman. Berdeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam 
pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian 
dijatuhi pidana. 
Menurut Jonkers, bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci 
sebagai berikut; 
a. Perbuatan (yang) 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. Di pertanggung jawabkan. 
 
Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut:16 
a. Kelakuan (orang yang) 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum 
c. Diancam dengan hukuman 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) 
e. Dipersalahkan/kesalahan  
 
Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa 
unsur-unsur tindak pidana meliputi:17 
                                                          
15 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 80 
16 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 81 
17 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengartar, Reflika Aditama, 




c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan) 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancsm 
dengan pidana 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya) 
Dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur obyektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari 
pengertian objektif di sini adalah tindakan. 
Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan 
seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat 
unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun 
beberapa orang.18 
Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur 
objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang 
terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:19 
a. “Suatu tindakan 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid).” 
 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa : 
 
                                                          
18 Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, As Center, makassar, hlm. 67 
19 Leden Marpaung, 2009, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 10 
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a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan 
b. Kesalahan (schuld) 
Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri sipelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang 
terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangakan unsur-unsur 
subjektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang, yaitu:20 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 
2) Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau ponging 
seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain; 
3) Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedenceread seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHPidana; 
4) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana. 
Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu 
adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHPidana atau keadaan sebagai pegurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 
KUHPidana; 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
                                                          
20 PAF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
hlm. 193 
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Menurut Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur 
tindak pidana yaitu;21 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 
B. Jenis dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan 
 
1. Tindak pidana pembunuhan 
Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang 
mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” 
dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti 
perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, 
menghilagkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, 
pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti 
perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.22 
Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh 
siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh 
(belanda :doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah 
direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana 
                                                          
21 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 82 
22 Soesilo, R.T.th, 2010, Kriminologi, Politeia, Bogor, hlm. 108 
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(belanda :moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati 
(Pasal 340 KUHPidana).23 
Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”. Pembunuhan 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya 
seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam 
KUHPidana Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau 
kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahaan ini dinamakan “makar mati” atau 
pembunuhan (doodslag).24 
Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, 
yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan 
nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan 
kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki 
perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang 
timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali 
oleh pelakunya. Kesengajaan menghilagan nyawa orang lain itu oleh kitab 
Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut 
“pembunuhan”.25 
                                                          
23 Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 129-
130 
24 Leden Marpaung, 1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 4 
25 Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 
10 
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Jadi kesimpuan pengertian pembunuhan adalah suatu proses 
perampasan, peniadaan atau menghilagkan nyawa seseorang yang 
dilakukan oleh orang lain. Pengrtian proses dalam hal ini mencakup 
pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan 
tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang 
yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia 
merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, 
yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan 
tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka 
semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya 
nyawa orang lain adalah:26 
1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana) 
2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana) 
3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) 
4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana) 
5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana) 
6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 
KUHPidana) 
7)  Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana) 
8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana) 
                                                          
26 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 56 
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9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana) 
10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya 
(Pasal 348 KUHPidana) 
11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya 
kandungan (Pasal 349 KUHPidana) 
12) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana) 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang 
harus terpenuhi, yaitu: 
1) Ada wujud perbuatan 
2) Adanya kematian 
3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian 
Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat 
dibedahkan menjadi: 
a) Pembunuhan biasa 
Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 
338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: 
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun”  
b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak 
pidana lain. 
Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan 
bahwa: 
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Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, 
ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya 
secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua 
puluh tahun. 
 
Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan 
suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan 
yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu 
pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.     
c) Pembunuhan berencana 
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang 
menyebutkan sebagai berikut: 
Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun. 
 
Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat 
dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHPidana dan 339 
KUHPidana bahkan merupakan pemunuhan dengan ancaman pidana 
paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera 
pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya 
hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam 
dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga 
dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun. 
20 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa 
Pemunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUPidana 
yaitu: 
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara palimh lama lima 
belas tahun.” 
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur-
unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: 
Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja, 
Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang 
lain.  
1. Unsur sengaja meliputi tindakannya  dan objeknya, artinya si pembuat 
atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari 
perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki 
dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang 
dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat 
untuk menghilangkan nyawa orang lain. 
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja 
atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah 
diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag) in 
casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan 
tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang 
mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja. 
21 
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus 
dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui 
dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti 
mengakibatkan adanya orang mati. 
4. Untuk memenuhi tindak pidana pemmbunuhan dengan unsur sengaja 
yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa 
perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin 
sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak 
dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. 
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, 
terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghidar dari 
perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah 
unsur subjektif adalah unsurbatin si pembuat yang hanya dapat 
diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan 
pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali 
mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa 
tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui 
terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut 
memang dikehendaki atau menjadi tujuannya. 
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka 
atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja 
tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak 
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dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin 
menganiaya saja atau melukainya saja. 
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah 
dilihat cara melakukanya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya 
tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya 
korbannya meninggal dunia. 
8. Menghilangkan jiwa orang lain; 
a) Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati 
adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. 
b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk 
dirinya sendiri si pelaku. 
c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHPidana tidak 
ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan 
tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, 
tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari 
perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau 
matinya orang lain. 
d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera 
itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. 
e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang  lain 
tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil 
yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain. 
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Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 
(tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu: 
1. Adanya wujud perbuatan 
2. Adanya suatu kematian (orang lain). 
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara 
perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
 
Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan 
menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah 
pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama 
sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan 
pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu 
petindak dapat memikirkan tentang berbagi hal, misalnya memikirkan 
apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah 
tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan 
itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana), dan 
bukan pembunuhan biasa. 
Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana 
menurut Pasal 338 KUHPidana, segera dapat dilihat bahwa kata 
opzettelijk atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan 
nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang 
kata opzettelijk itu juga diliputi opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh 
penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan 
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sendirinya harus dibuktikan disidang pengadilan, bahwa opzet dari 
terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan 
kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa: 
1. Telah menghendaki (willens) melakukan tindakan yang 
bersangkutan dan telah mengetahui (wetens) bahwa 
tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang 
lain. 
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah 
nyawa, dan 
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa 
orang lain. 
Unsur dengan senagaja (dolus/opzet) merupakan suatu yang 
dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Dalam doktrin, berdasarkan  
tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheids 
bewustzijn) 
3. Kesenajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids 
bewustzijn atau dolus eventualis) 
Berdasarkan pandangan bahwa unsuropzettelijk bila 
dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian opzettelijk 
itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. 
Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini. 
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Rumusan Pasal 338 KUHPidana dengan menyebutkan unsur 
tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan 
bahwa  kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. 
Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang 
menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). 
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif 
dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan 
gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut 
abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. 
Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat 
beraneka  macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok, 
dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. 
4. Unsur-unsur Pembunuhan berencana (Moord) 
Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat 
pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman 
pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur 
dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 
dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. 
 
Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur: 
a. Unsur objektif: 
1) Perbuatan menghilangkan nyawa 
2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain 
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b. Unsur subjektif: 
1) Dengan sengaja 
2) Dan dengan rencana terlebih dahulu. 
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti 
Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih 
dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang 
kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah 
dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh 
karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur 
Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap 
sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri: 
unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya 
mengandung 3 syarat atau unsur: 
1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai 
dengan pelaksanaan kehendak. 
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana 
(batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak 
tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi 
yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak 
untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji 
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untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya 
dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam 
suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan 
mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan 
kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan 
ketika itu. 
Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak 
timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan 
kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur 
dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau 
kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, 
waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. 
Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak 
lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan 
kehendak untuk membunuh dengan pelaksnaan pembunuhan. 
Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan 
antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksaan pembunuhan. 
Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa 
dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya 
membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup 
untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, 
untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk 
memikirkan rekayasa. 
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Mengenai adanya waktu, dalam tanggang waktu mana ada 
kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya 
pembunuhan itu dan lain sebagainya. 
Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksaan pembunuhan itu 
dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahakan syarat ketiga ini diakui 
oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati 
dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang 
tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain 
sebagainya. 
Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dalu sebagaimana yang 
diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu 
kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah/terputus, 
maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.           
Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan 
rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa 
cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 syarat 
yaitu: 
1. Opzet ’nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu. 
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka 
yang penting adalah cara “Opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam 
keadaan yang tenang. 
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu 
memerlukan jangka waktu yang agak lama. 
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Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang 
direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya 
direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan 
terbentuknya kesengajaan (kehendak). 
C. Tindak Pidana Pemerkosaan 
Menurut wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari 
kualifikasi aslinya (belanda) yakni Verkrachting tidaklah tepat karena 
istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan 
menurut arti yang sempit sebenarnya, dari kualifikasi Verkrachting, yakni 
perkosaan untuk bersetubuh oleh karena itu menurut beliau kualifikasi 
yang tepat untuk Pasal 285 KUHPidana ini adalah perkosaan untuk 
bersetubuh.27 
Apabila rumusan perkosaan diatas dirinci, terdiri dari unsur-unsur 
sebagai berikut:28 
a. Perbuatan : memaksa; 
b. Caranya : dengan kekerasan, ancaman kekerasan; 
c. Objek : seorang perempuan bukan istrinya; 
d. Bersetubuh dengan dia. 
 
Menurut Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan: 29 
Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, 
menggagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap 
melanggar hukum yang berlaku Menurut R. Sugandhi berlaku. yang 
dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa 
pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan 
dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan 
                                                          
27 Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 62-63 
28 Adam chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 62-63 
29 Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 
Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Rafika Aditama, Malang, hlm. 40 
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kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang 
wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. 
 
Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut 
R. Sugandhi adalah:30 
1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan 
menjadi istrinya. 
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau 
ancaman kekerasan. 
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan 
4. Mengeluarkan air mani. 
 
Pendapat itu menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi 
secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah 
menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). 
Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan 
laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. 
Perbuatan perkosaan merupakan seks bebas (fresex) diluar 
nikah yang merugikan pihak lain, yang diperkosa. Perbuatan perkosaan 
dilakukan dengan kekerasan karena bukan didasari suka sama suka. 
Umumnya perkosaan dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Pelaku 
perkosaan bisa satu, dua orang atau lebih.Bila pelaku lebih dari satu 
orang, korban digilir tanpa merasa kasihan. Biasanya, korban setelah 
diperkosa ditinggalkan begitu saja.31 
Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, 
Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada 
Pasal-Pasal lain yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku 
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perkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHPidana. Pasal 285 KUHPidana 
sifatnya adalah Pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga Pasal 
tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetubuhan diluar 
perkawinan. 
Pasal 285 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. 
 
Dengan demikian unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 
285 KUHPidana adalah sebagai berikut:32 
a. Barang siapa 
Tentang unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam 
KUHPidana memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis. Namun 
kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 
KUHPidana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang 
siapa adalah “orang” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau 
“manusia”. 
b. Kekerasan 
Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau 
perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya 
tindak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari 
kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain berupa perbuatan 
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Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Rafika Aditama, Malang, hlm. 110-112. 
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mendekap, mengikat, membius, menindih, memengang, melukai dan lain 
sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan 
orang yang terkena tidak berdaya.  
c. Ancaman kekerasan 
Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan 
orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan 
atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang 
menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain 
mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.  
d. Unsur memaksa 
Dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak 
antara pelaku dan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara 
korban tidak mau/ingin, karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada 
pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama 
suka. Sebagaimna juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila 
tidak ada memaksa. 
e. Adanya persetubuhan 
Dalam KUHPidana tidak ditemukan pengertian dari 
persetubuhan. Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan 
yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi: erectio 
penis; penetration peniske dalam vagina; dan ejaculation peniskedalam 
vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi 
penis kedalam vagina. 
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f. Luar perkawinan 
Maksudnya adalah bahwa persetubuhan secara paksa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan terhadap seorang 
wanita yang bukan istrinya. Hal ini berarti bahwa seorang suami tidak 
mungkin dituntut telah melakukan perkosaan terhadap istrinya atas dasar 
Pasal 285 KUHPidana. 
 
Pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan sangatlah 
tergantung sejauh mana penyidik dan penuntut umum mampu 
menunjukkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. 
Harus diakui pembuktian dalam tindak pidana perkosaan adalah sangat 
sulit, sebab pihak yang berwenang harus memastikan benar apakah 
perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan. 
Tindak pidana yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana dapat dikenakan Pasal lain, yaitu 
286 KUHPidana, dan Pasal 287 KUHPidana. 
Adapun perbedaan Pasal 285 KUHPidana dengan Pasal 286 
KUHPidana dan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana antara lain ialah bahwa 
yang menjadi objek atau korban Pasal 285 KUHPidana adalah wanita 
tanpa batas umur, sedangkan pada Pasal 286 KUHPidana yang menjadi 
objek adalah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 
dan yang menjadi obek dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana adalah 
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seorang wanita yang berumur 15 tahun atau belum waktunya dikawin jika 
tidak jelas berapa umurnya. Tindkakan persetubuhan yang dilakukan 
menurut Pasal 285 KUHPidana dilakukan dengan memakai kekerasan 
atau ancaman kekerasan, sedangkan menurut Pasal 286 KUHPidana dan 
Pasal 287 ayat (1) KUHPidana tindakan persetubuhan itu tidak dilakukan 
dengan kekerasan atau ancaman. Pada Pasal 287 ayat 22(1) KUHPidana 
tindakan persetubuhan dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, 
dengan melakukan bembujukan misalnya denan janji-janji atau hadiah. 
D. Perbarengan Tindak Pidana 
1. Pengertian perbarengan tindak pidana 
Perbarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau 
concursus. Ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah gabungan. 
Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya 
dua atau lebih tindak pidana dilakukan oleh satu orang yang mana tindak 
pidana yang pertama belum dijatuhi pidana. Antara tindak pidana yang 
awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan 
hakim. 
Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana 
yang dilakukan oleh satu orang. Hanya saja pada pengulangan tindak 
pidana yang dilakukan pertama telah di putus oleh hakim dengan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap. Telah djalaninya pidana baik sebagian 
atau seluruhnya. 
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Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 
dapat dinyatakan adanya perbarengan adalah: 
a. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan sebagaimana 
dirumuskan dalam perundang-undangan. 
b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang 
(atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan). 
c. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili. 
d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. 
Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang 
dilakukan oleh satu orang, Utrecht mengemukkan tentang tiga 
kemungkinan yang terjadi, yaitu:33 
a. Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya 
dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena 
tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu. 
Misalnya, dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara 
dengan maksimum 20 tahun (15 ditambah sepertiga, Pasal 65 
KUHPidana) 
b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan 
mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang 
telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. 
Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah 
dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum 
mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan 
maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan 
sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang 
diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut. 
                                                          
33 Adami chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta hlm. 46 
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2. Jenis-jenis perbarengan tindak pidana 
a. Concursus idealis (eendaadse samenloop) 
Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu 
perbuatan dan ternayata perbuatan tersebut melanggar beberapa 
ketentuan hukum pidana. Artinya dengan tindakan yang sama telah juga 
terjadi tindak pidana lain. 
Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHPidana yang berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, 
maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika 
berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana 
pokok yang paling berat. 
(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur 
pula dala aturan pidana yang khusus, maka hanya yang itulah yang 
diterapkan. 
Disebutkan dalam Pasal 63 KUHPidana. Jenis concursus ini 
terjadi apabila seorang melakukan satu tindak pidana tetapi dengan 
melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi rumusan dari beberapa 
ketentuan pidana (perbarengan peratuaran). Contohnya : A inigin 
membunuh B yang sedang duduk belakang kaca, pada saat ingin 
membunuh B, si A dengan tanpa sadar ikut memecahkan kaca tersebut.34 
Satu perbuatan A (membunuh) ini memenuhi 2 rumusan 
ketentuan pidana yaitu: Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan 
Pasal 406 KUHPidana tentang pengerusakan barang. Konstruksi Pasal 63 
                                                          
34 Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, 2004, Pengartar Hukum Pidana. Universitas Negeri 
Malang Press, Malang hlm. 119-120 
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KUHPidana mempersyaratkan bahwa beberapa perbuatan itu tidak dapat 
dipisah-pisahkan tanpa melenyapkan yang lain. 
SIMONS berpendapat;35 
“apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku terlarang dan 
dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah 
memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau 
dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, 
tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di 
situ terdapat apa yang disebut eendaadse samenloop atau 
concursus idealis ataupun apa yang oleh Prof. HAMEL juga telah 




b. Concursus realis (meerdaadse samenloop) 
Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus 
merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatu dalam Pasal 65 sampai 
71 KUHPidana. 
Pasal 65 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu pidana. 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana 
yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
 
Pasal 66 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai  perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam  dengan pidana pokok 
yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, 
tetapi  jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
                                                          
35 Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung hlm. 673 
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(2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum 
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 
 
Pasal 67 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di 
samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan 
hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita 
sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. 
 
Pasal 68 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
(1) Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang pidana 
tambahan berlaku atura n sebagai berikut: 
1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu yang 
lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun 
melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya 
pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit 
dua tahun dan paling lama lima tahun. 
2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-
sendiri tanpa dikurangi. 
3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula 
halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang 
tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 




Pasal 69 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
 
(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan 
menurut urutan dalam Pasal 10. 
(2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam 
perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai. 
(3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan 
menurut maksimumnya masing-masing. 
(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis 
maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimalnya 
masing-masing. 
 
Pasal 70 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
(1) Jika perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, 
baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupunn 
pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran 
dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 
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(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana 
kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, 
sedangkan, jumlah lamanya pidana kurungan pengganti  paling 
banyak delapan bulan. 
 
Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66 KUHPidana, 
maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam 
perbarengan perbuatan satu sama lain harus di pandang terpisah dan 
berdiri sendiri. Inilah yang merupakan cirri pokok dari perbarengan 
perbuatan. Hoge Raad berpendapat sebagai berikut:36 
“dilihat dala satu kecelakaan, seorang pengemudi mobil telah 
menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor dan 
telah menyebabkan seorang lainnya mengalami luka berat. Apa 
yag sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, 
melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Ini 
merupakan dua perbuatan. 
 
Meerdaadse samenloop atau concursus realis (perbarengan 
perbuatan), hal ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan-
perbuatan itu ia telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Contohnya 
seorang yang telah melakukan pencurian (misalnya seperti yang terdapat 
dalam Pasal 362KUHPidana), ketika mereka ditangkap melakukan 
perlawan kepada polisi tersebut (melanggar ketentuan Pasal 211 
KUHPidana). 
c. Perbuatan berlanjut (Voortgazette Handeling) 
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu 
                                                          
36 Leden Marpaung, 2009, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 34 
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terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian 
perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. 
Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHPidana yang berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana 
pokok yang paling berat. 
(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang 
dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata 
uang, dan menggunakan barang yang dipalsuatau dirusak itu. 
(3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut 
dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan 
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari 
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana 
tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406. 
Dalam MvT (memorie Van Toelicting), criteria “perbuatan-
perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuata berlanjut” adalah:37 
1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak. 
2. Delik yang terjadi itu sejenis. 
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau 
lama. 
Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur 
secara jelas dalam Undang-undang. Meskipun demikian, jarak antara 
perbuatan yag satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang 
msaih meggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat 
                                                          
37 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengartar, Reflika Aditama, 
Bandung, hlm. 185 
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tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat 
sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula. 
3. Sistem pemidanaan pada perbarengan tindak Pidana 
Konsekuensi dari terbaginya concursus menjadi tiga jenis yaitu 
concursus idealis, concursus realis, dan perbuatan berlanjut adalah 
berbedanya sistem pemidanaan pada masing-masing concursus. 
Pada concursus idealis, sistem penghukumannya adalah 
absorpsi. Absorpsi maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 
pelaku hanya satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat 
ancaman hukuman pokoknya. Contoh, jika seorang terdakwa melanggar 
Pasal 170 dan 189 KUHPidana secara concursus idealis yang akan 
dijatuhkan hukuman terberat yaitu ancaman pokok paing lama dua belas 
tahun. 
Konsekuensi dari perbuatan berlanjut adalah sistem 
pemidanaannya dijatuhkan satu ancaman hukuman pokok saja. Hal ini 
disebabkan karena salah satu syarat perbuatan berlanjut adalah adanya 
kesatuan kehendak serta dalam perbuatannya terlibat dalam peristiwa 
yang sama. 
Sedangkan dalam concursus realis dikenal adanya tiga sistem 
pemidanaan, karena concursus realis pun dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 
concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, concursus 
realis yang ancaman pokoknya tidak sejenis dan concursus realis antara 
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pelanggaaran dengan kejahatan atau antara kejahatan dengan 
pelanggaran. 
Concursus realis yang ancaman pidananya sejenis sistem 
pemidanaannya disebut denga sistem pemidanaan absorpsi diperberat. 
Sistem pemidanaan absorpsi diperberat adalah sistem penghukuman 
yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman hukuman terberat 
ditambah sepertiga. 
Concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya tidak 
sejenis, sistem pemidanaannya disebut dengan sistem pemidanaan 
kumulasi terbatas. Maksudnya adalah jika pelaku melakukan concursus 
realis yang ancaman pokoknya tidak sejenis seluruh ancaman 
hukumannya digabungkan, akan tetapi gabungan seluruh ancaman 
hukuman tidak boleh lebih dari ancaman hukuman yang terberat ditambah 
sepertiga. 
Concursus realis antara kejahatan dengan pelanggaran atau 
antara pelanggaran deangan kejahatan disebut dengan sistem 
pemidanaan komulasi murni, berarti seluruh ancaman pidananya 
digabungkan tanpa dikurangi. 
 
E. Pertanggung Jawaban Pidana 
Pertanggung jawaban pidana dlam bahasa asing disebut 
sebagai “toereken-baarheid,” atau “criminal responsibility,” “criminal 
liability,”  pertenggung jawaban pidana disini di maksudkan untuk 
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menentukan apakah seorang tersebut dapat di pertanggung jawabkan 
atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.38 
Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban 
orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana 
dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang 
dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana 
karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.39 
Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman 
Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi 
masayarakat patut di cela. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana 
memiliki konsekuensi pertanggung jawaban serta penjatuhan pidana. 
Maka, setidaknya ada dua alasan. Dengan demikian, menurutnya seorang 
mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, 
harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) 
terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan 
atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 
diperanggug jawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.40 
Dalam sistem hukum pidana positif,pertanggung jawaban pidana 
terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum,sehingga 
                                                          
38 Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 
Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 245 
39 Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 70-71 
40 Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 
Indonesia, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3 
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seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: unsur 
obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subektif, yaitu 
terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk 
kesengajaan dan atau kealpaan.41 
Dapat dikatakan orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan 
dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi 
meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat 
dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia 
mempunyai kesalahan. 
Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasar pada 
kesalahan pembuat (liability based on fault),dan bukan hanya dengan 
dipenuhinya seluru unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, 
kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban 
pidana dan tidak hanya dipandag sekedar unsur mental dalam tindak 
pidana. 
Menurut Pompe, unsur-unsur toerekenbaarheid (pertanggung 
jawaban),adalah:42 
a) Kemampuan berfikir (psychis) pada pembuat yang memungkinkan 
pembuat menguasi pikirannya dan menentukan kehendaknya. 
b) Dapat mengerti makna dan akibat pebuatannya. 
                                                          
41 Marsum. 1991, Jinayat (Hukum Pidana Islam), Perpustakaan Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 84 
42 Martiman Projohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 
PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 32 
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c) Pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatna 
(tentang makna dan akibat). 
Dalam  sistem hukum pidana positif (KUHPidana), pelaku tindak 
pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tdak dapat dasar peniadaan 
pidana sebagai berikut:43 
a) Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana 
adalah: 
- Keperluan membela diri atau noodweer (Pasal 49 ayat 1 
KUHPidana) 
- Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHPidana) 
- Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang 
penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHPidana) 
Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu 
tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan. 
b) Alasan yang memaafkan pelaku,hal ini termuat dalam : 
- Pasal 44 ayat 1 KUHPidana, yang menyatakan seseorang tidak 
dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya 
cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu 
karena penyakit (ziekelijke storing). 
- Pasal 48 KUHPidana, yang menyatakan seseorang yang 
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. 
                                                          
43 Sudarto,1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 138 
46 
- Pasal 49 ayat 2 KUHPidana, menyatakan bahwa pembelaan 
terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 
kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 
serangan itu, tidak dipidana. 
- Pasal 51 ayat 2 KUHPidana, menyatakan terhapusnya pidana 
karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, 
dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan 
wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya. 
Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang 
mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga 
pada kejahatan terhadap nyawa. Dalam mengartikan sebuah delik atau 
tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu di 
dalamnya, unsur-unsur tersebut  menurut hukum positif yaitu: Suatu 
perbuatan, perbuatan itu dilarang dan diancam denga hukuman, dan 












A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan 
negeri Makassar, dengan alasan bahwa dokumen hukum dan perkara 
tersebut akan dip roses di pengadilan negeri tersebut. Karena semua 
dokumen pada tingkatan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan atau 
dipengadilan, sudah tersedia dilimpakan dalam satu berkas perkara di 
pengadilan negeri tersebut.   
B. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data yang di perlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis yaitu: 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 
wawancara langsung dengan pihak terkait sehubungan 
dengan penulis skripsi ini yaitu pelaku hakim yang 
menangani kasus ini. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
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mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas 
dalam penulisan skripsi. 
 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Sumber wawancara yaitu sumber daya yang diperoleh dari 
hasil wawancara langsung ke hakim, jaksa, pakar hukum 
dan lain-lainya bersangkutan dengan perkara ini.  
b. Sumber penelitian studi dokumen yaitu sumber data yang di 
peroleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam 
penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penuis melakukan 
teknik pengumpulan data yang berupa: 
1. Penelitian lapangan (wawancara) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang 
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diteliti. Dalam hal ini melakukan interview (wawancara) yakni 
penelitian melakukan Tanya jawab secara langsung 
terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutus 
perkara ini, Jaksa Penuntut Umum, Pakar Hukum, dan lain-
lainnya. 
2. Penelitian studi dokumen  
Dalam penelitian ini penulias memperoleh data melalui jalan 
membaca dakwaan penuntut umum, hasil putusan majelis 
hakim, berbagai buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
D. Analisis Data 
Agar pengolahan Data primer dan Data sekunder seperti yang 
tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu 
dan sistematis yang diperlukan suatu sistem analisi data yang dikenal 
dengan analisis yuridis deskriptif yaitu denga cara menyesuaikan dan 
menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana sengaja 
melakukan pembunuhan. hasil wawancara dan studi dokumen kemudian 






A. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
Berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 
78/PID.B/2014/PN.MKS. 
1. Posisi Kasus 
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari 
rabu tanggal 09 Oktober tahun 2013 bertempat di istana Laundry jalan 
Emy Saelan III Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain yang 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasssar yang 
berwenang untuk mengadili, pembunuhan berencana yang didahului 
pemerkosaan yakni Nur Halimah yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan 
saksi korban Nur Halimah di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III No. 2 
Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi korban, atas 
perasaan tersebut terdakwa kemudian megutarakan perasaannya tetapi 
tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam sebelum kejadian pacar 
korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari 
korban, terdakwa lalu curhat dengan megatakan bahwa rumah tangga 
orang tuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan 
berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, korban kemudian mengatakan 
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“kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur 
sekali hidupmu”. 
Perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa merasa 
jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbulnya niat 
terdakwa untuk mengabisi saksi korban. Sebelum menghabisi korban, 
malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke kamar korban 
untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena 
melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-
pura dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart. 
Setelah korban berada di Indomart, kerban kemudian menceritakan 
kepada saksi Hamka dan Saksi Zulfikar bahwa “ia ketakutan karena ada 
teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama di 
dalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli sabun. 
Sekitar pukul 03:00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada 
korban tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa 
mendatangi korban di Indomart, pada saat bertemu terdakwa menayakan 
“kenapa lama sekali” namun dijawab oleh korbn “sebentarpi saya pulang 
karena masih ceritaka”, atas penyampaian tersebut terdakwa kembali 
kerumah Laundry, setelah beberapa lama menunggu, terdakwa kemabli 
mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya untuk dibelikan air 
mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke 
Indomart membeli air mineral sambil mengajak korban pulang kerumah 
tetapi korban kembali berasalan dengan mengatakan “sebentar bentarpi 
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masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04:00 Wita terdakwa kembali 
mendatangi Indomart untuk memanggil korban pulang ke rumah Laundry 
dengan mengatakan sudah subuh namun kembali korban mengatakan 
alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korban 
dan kembali ke ruko.  
Sekitar pukul 06:30 Wita korban kembali ke ruko dan mencuci 
pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit 
datang dan meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- 
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan 
digunakan ke Pare-pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian 
naik ke lantai II ruko dan melihat korban sedang mencuci pakaian dalam 
kamar mandi, karena telah diselimuti degan perasaan cemburu, emosi  
dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian mengambil pisau dapur 
dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang terdakwa 
menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada bagian 
paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan 
meminta tolong, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian 
menyetubui korban dan setelah selesai terdakwa kembali menusuk korban 
beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar 
mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja laundry, terdakwa kemudian 
melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa 
menusuk korban dibuang dilaut. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
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Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan yang 
dilakukan oleh terdakwa Asrul Eka Saputra bin H. Hamzah pada pokoknya 
sebagai berikut: 
a. Dakwaan Pertama 
PRIMAIR : 
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari 
Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07:00 Wita atau setidak-
tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana 
Laundry Jalan Emy Saelan III kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar 
yang berwenang untuk mengadili, dengan  sengaja dan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan 
saksi korban Nur Halimah di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III No. 2 
Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi korban, atas 
perasaan tersebut terdakwa kemudian megutarakan perasaannya tetapi 
tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam sebelum kejadian pacar 
korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari 
korban, terdakwa lalu curhat dengan megatakan bahwa rumah tangga 
orang tuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan 
berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, korban kemudian mengatakan 
“kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur 
sekali hidupmu”. 
Perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa merasa 
jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbulnya niat 
terdakwa untuk mengabisi saksi korban. Sebelum menghabisi korban, 
malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke kamar korban 
untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena 
melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-
pura dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart. 
Setelah korban berada di Indomart, kerban kemudian menceritakan 
kepada saksi Hamka dan Saksi Zulfikar bahwa “ia ketakutan karena ada 
teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama di 
dalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli sabun. 
Sekitar pukul 03:00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada korban 
tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa 
mendatangi korban di Indomart, pada saat bertemu terdakwa menayakan 
“kenapa lama sekali” namun dijawab oleh korbn “sebentarpi saya pulang 
54 
karena masih ceritaka”, atas penyampaian tersebut terdakwa kembali 
kerumah Laundry, setelah beberapa lama menunggu, terdakwa kemabli 
mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya untuk dibelikan air 
mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke 
Indomart membeli air mineral sambil mengajak korban pulang kerumah 
tetapi korban kembali berasalan dengan mengatakan “sebentar bentarpi 
masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04:00 Wita terdakwa kembali 
mendatangi Indomart untuk memanggil korban pulang ke rumah Laundry 
dengan mengatakan sudah subuh namun kembali korban mengatakan 
alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korban 
dan kembali ke ruko.  
Sekitar pukul 06:30 Wita korban kembali ke ruko dan mencuci 
pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit 
datang dan meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- 
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan 
digunakan ke Pare-pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian 
naik ke lantai II ruko dan melihat korban sedang mencuci pakaian dalam 
kamar mandi, karena telah diselimuti degan perasaan cemburu, emosi  
dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian mengambil pisau dapur 
dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang terdakwa 
menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada bagian 
paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan 
meminta tolong, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian 
menyetubui korban dan setelah selesai terdakwa kembali menusuk korban 
beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar 
mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja laundry, terdakwa kemudian 
melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa 
menusuk korban dibuang dilaut.  
Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 003 MT/ VER/ X/ 
2013/ Rumkit tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatagani oleh 
dr Mauluddin M, SpF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
Instalasi Kedokteran Forensik Makassar dengan hasil pemeriksaan 
perlukaan intravital (Luka-luka saat korban masih hidup). 
 




Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari 
Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07:00 Wita atau setidak-
tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana 
Laundry Jalan Emy saelan III Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar 
yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain yakni Nur Halimah yang dilakukan dengan cara sebagai 
berkut: 
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Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan 
saksi korban Nur Halimah di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III No. 2 
Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi korban, atas 
perasaan tersebut terdakwa kemudian megutarakan perasaannya tetapi 
tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam sebelum kejadian pacar 
korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari 
korban, terdakwa lalu curhat dengan megatakan bahwa rumah tangga 
orang tuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan 
berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, korban kemudian mengatakan 
“kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur 
sekali hidupmu”. Perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa 
merasa jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbulnya 
niat terdakwa untuk mengabisi saksi korban. Sebelum menghabisi korban, 
malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke kamar korban 
untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena 
melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-
pura dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart. 
Setelah korban berada di Indomart, kerban kemudian menceritakan 
kepada saksi Hamka dan Saksi Zulfikar bahwa “ia ketakutan karena ada 
teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama di 
dalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli sabun. 
Sekitar pukul 03:00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada korban 
tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa 
mendatangi korban di Indomart, pada saat bertemu terdakwa menayakan 
“kenapa lama sekali” namun dijawab oleh korbn “sebentarpi saya pulang 
karena masih ceritaka”, atas penyampaian tersebut terdakwa kembali 
kerumah Laundry, setelah beberapa lama menunggu, terdakwa kemabli 
mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya untuk dibelikan air 
mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke 
Indomart membeli air mineral sambil mengajak korban pulang kerumah 
tetapi korban kembali berasalan dengan mengatakan “sebentar bentarpi 
masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04:00 Wita terdakwa kembali 
mendatangi Indomart untuk memanggil korban pulang ke rumah Laundry 
dengan mengatakan sudah subuh namun kembali korban mengatakan 
alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korban 
dan kembali ke ruko. 
Sekitar pukul 06:30 Wita korban kembali ke ruko dan mencuci 
pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit 
datang dan meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- 
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan 
digunakan ke Pare-pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian 
naik ke lantai II ruko dan melihat korban sedang mencuci pakaian dalam 
kamar mandi, karena telah diselimuti degan perasaan cemburu, emosi  
dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian mengambil pisau dapur 
dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang terdakwa 
menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada bagian 
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paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan 
meminta tolong, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian 
menyetubui korban dan setelah selesai terdakwa kembali menusuk korban 
beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar 
mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja laundry, terdakwa kemudian 
melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa 
menusuk korban dibuang dilaut.  
Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 003 MT/ VER/ X/ 
2013/ Rumkit tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatagani oleh 
dr Mauluddin M, SpF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
Instalasi Kedokteran Forensik Makassar dengan hasil pemeriksaan 
perlukaan intravital (Luka-luka saat korban masih hidup). 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP 
LEBIH SUBSIDIAIR: 
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari 
Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07:00 Wita atau setidak-
tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana 
Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar 
yang berwenang untuk mengadili, melakukan penganiayaan terhadap 
Nur Halimah yang mengakibatkan mati yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan 
saksi korban Nur Halimah di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III No. 2 
Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi korban, atas 
perasaan tersebut terdakwa kemudian megutarakan perasaannya tetapi 
tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam sebelum kejadian pacar 
korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari 
korban, terdakwa lalu curhat dengan megatakan bahwa rumah tangga 
orang tuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan 
berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, korban kemudian mengatakan 
“kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur 
sekali hidupmu”. Perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa 
merasa jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbulnya 
niat terdakwa untuk mengabisi saksi korban. Sebelum menghabisi korban, 
malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke kamar korban 
untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena 
melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-
pura dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart. 
Setelah korban berada di Indomart, kerban kemudian menceritakan 
kepada saksi Hamka dan Saksi Zulfikar bahwa “ia ketakutan karena ada 
teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama di 
dalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli sabun. 
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Sekitar pukul 03:00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada korban 
tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa 
mendatangi korban di Indomart, pada saat bertemu terdakwa menayakan 
“kenapa lama sekali” namun dijawab oleh korbn “sebentarpi saya pulang 
karena masih ceritaka”, atas penyampaian tersebut terdakwa kembali 
kerumah Laundry, setelah beberapa lama menunggu, terdakwa kemabli 
mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya untuk dibelikan air 
mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke 
Indomart membeli air mineral sambil mengajak korban pulang kerumah 
tetapi korban kembali berasalan dengan mengatakan “sebentar bentarpi 
masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04:00 Wita terdakwa kembali 
mendatangi Indomart untuk memanggil korban pulang ke rumah Laundry 
dengan mengatakan sudah subuh namun kembali korban mengatakan 
alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korban 
dan kembali ke ruko.  
Sekitar pukul 06:30 Wita korban kembali ke ruko dan mencuci 
pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit 
datang dan meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- 
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan 
digunakan ke Pare-pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian 
naik ke lantai II ruko dan melihat korban sedang mencuci pakaian dalam 
kamar mandi, karena telah diselimuti degan perasaan cemburu, emosi  
dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian mengambil pisau dapur 
dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang terdakwa 
menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada bagian 
paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan 
meminta tolong, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian 
menyetubui korban dan setelah selesai terdakwa kembali menusuk korban 
beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar 
mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja laundry, terdakwa kemudian 
melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa 
menusuk korban dibuang dilaut.  
Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 003 MT/ VER/ X/ 
2013/ Rumkit tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatagani oleh 
dr Mauluddin M, SpF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
Instalasi Kedokteran Forensik Makassar dengan hasil pemeriksaan 
perlukaan intravital (Luka-luka saat korban masih hidup). 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 3 
KUHP 
-------------------------------------------- DAN ----------------------------------------------- 
KEDUA : 
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari 
Rabu tanggal 09 Oktober 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy 
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Saelan III Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk 
mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita yakni Nur Halimah bersetubuh dengan dia di luar 
pernikahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa sekitar pukul 06:30 Wita pada saat korban sedang 
mencuci di kamar mandi lantai II di Istana Laundry, kemudian terdakwa 
naik dan mengambil pisau dapur itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari 
arah belakang terdakwa menghujamkan pisau itu ke arah perut secara 
berulang kali, pada bagian paha serta leher yang mengakibatkan korban 
jatuh tersungkur, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian 
melepaskan celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh 
korban, terdakwa lalu memasukkan alat kelaminya kea lat kelamin korban 
yang menyebabkan sperma terdakwa keluar di kemaluan korban, 
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan karena pernikahan 
tetapi hanya berdasarkan rasa suka kepada korban. Setelah melakukan 
hal tersebut terdakwa kembali menusuk korban lalu meninggalkan ruko itu 
dengan cara mengunci kamar mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja 
laundry, terdakwa kemudian melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang 
digunakan oleh terdakwa menusuk korban dibuang kelaut.  
Berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 003 MT/ VER/ X/ 
2013/ Rumkit tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatagani oleh 
dr Mauluddin M, SpF, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
Instalasi Kedokteran Forensik Makassar dengan hasil pemeriksaan 
perlukaan intravital (Luka-luka saat korban masih hidup). 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 
orang lain” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“pemerkosaan” sebagai dalam dakwaan kedua. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asrul Eka Saputra bin H. 
Hamzah seumur hidup. 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
3.1. Satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 25 cm; 
3.2. Satu lembar baju; 
3.3. Satu lembar celana panjang; 
3.4. Satu lembar celana dalam; 
3.5. Satu lembar BH; 
59 
Dirampas untuk dimusnahkan.  
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
  
4. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang 
didahului tindak pidana pemerkosaan sebagaimana di atur dalam Pasal 
340 KUHP dan 285 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana 
tersebut harus terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana 
sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memeliki 
kemampuan bertanggung jawab adalah didsarkan kepada keadaan dan 
kemampuan jiwanya (geetelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum 
pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. 
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap 
bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra bin H. Hamzah adalah subjek hukum 
yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang 
mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), oleh karenanya 
mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.  
b. Dengan sengaja 
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Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” 
atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin 
pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari 
perbuatannya. 
Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati 
kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah 
suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari 
pembunuhan oleh terdakwa tersebut dilakukan karena diselimuti perasaan 
cemburu, emosi dan jengkel terhadap korban karena sikap dan perkataan 
korban sehingga terdakwa melampiaskan sakit hatinya. Terdakwa juga 
mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan 
nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu. 
Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara 
perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh 
terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidak-tidaknya 
pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua 
ini telah terpenuhi.      
c. Direncanakan terlebih dahulu 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya 
maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu 
bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara 
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bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan juga yang terpenting masih ada 
kesempatan baginya unutk mengurangi naitnya membunuh. 
Bahwa tealah terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan 
oleh terdakwa akibat merasa cemburu, emosi, dan jengkel terhadap sikap 
dan perkataan korban. Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan 
bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunya waktu 
atau kesempatan unutk mengurungkan niatanya, namun tidak 
dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada 
persiapan yaitu mulai dari jam 01:00 malam sampai melakukan tindakan 
pembunuhan pada jam 07:30 pagi sehingga dengan demikian unsur 
direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, 
sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.    
d. Menghilankan nyawa orang lain 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh 
dari keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta 
hukum bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar No. 003 MT/VER/X2013 yang ditemukan tanda-tanda 
kekerasan fisik benda tajam yang menyebabkan korban meninggal dan 
tampak telah terjadi persetubuhan pada saat korban masih hidup. 
Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 
hilangnya nyawa korban Nur Halimah, sehingga terhadap unsur ini penulis 
berpendapat telah terpenuhi. 
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Adapun unsur tindak pidana pemerkosaan sesuai Pasal 285 
KUHP adalah sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
Bahwa sesuai unsur barang siapa sudah diuraipan sebelumnya 
pada pertimbangan dakwaan kesatu diatas dengan demikian dakwaan 
kedua ini demikian unsure ini telah terpenuhi. 
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
Bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan sesuai ketentuan 
Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 
Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga 
atau kekuatan sama sekali sehingga tidak mampu megadakan 
perlawanan sedikitpun 
Sesauai dengan fakta persidangan melalui visum et repertum 
dari rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 18 Oktober 2014 No. 
003 MT/VER/X/2013, hasil yang ditemukan pada jenazah korban Nur 
Halimah yaitu ditemukannya tanda-tanda kekerasan berupa beberapa 
luka intravital ( luka-luka dalam keadaan korban masih hidup) yang 
menyebabkan korban tak berdaya. 
Bahwa dari bukti-bukti perbuatan tersebut terdakwa melakukan 
kekreasan fisik terhadap korban, sehingga unsur dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan telah terpenuhi.    
c. Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan 
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Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kekerasan fisik 
tersebut dilakukan oleh terdakwa karena kehendak menyetubuhi korban. 
Selanjutnya dalam visum et repertum diterangkan “ ditemukan tanda-
tanda persetubuhan pada waktu korban masih hidup” dan juga dari fakta 
dipersidangan bahwa saksi korban dengan terdakwa tidak ada hubungan 
suami isteri. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi. 
Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka dapat dilihat dan 
disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi 
dan terbukti menurut hukum. Berdasrkan alat bukti yang sah, keterangan 
saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan juga semakin 
membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum. 
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Hukum Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perkara 
Putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 
perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh 
karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 
segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari 
sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang 
bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. 
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Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam 
diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat 
kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk 
perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan 
teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika 
putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi. 
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan 
objektif seseorang dapat di pidana. Dalam hal ini Hakim 
mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadapat perkara 
tersebut: 
Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan yang termuat di dalam surat Dakwaan dengan 
Register Perkara No: PDM-14/Mks/Ep/01/2014. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, 
terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon 
pemeriksaan dilanjutkan. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar 
keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut 
a. Saksi DUMBANG. 
b. Saksi SAKKARI. 
c. Saksi IR. MANSYUR. 
d. Saksi WAHYUNI. 
e. Saksi HAMKA 
f. Saksi ZULFIKAR 
g. Saksi YUDITH DWI WIKEN 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar 
keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat 
selengkapnya dalam berita acara; 
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Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga 
mengajukan barang bukti berupa: 
 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25 cm. 
 1 (satu) lembar baju. 
 1 (satu) lembar celana panjang. 
 1 (satu) lembar celana dalam. 
 1 (satu) lembar BH.  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di 
persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa dan korban sama-sama bekerja di satu Ruko 
terletak di Jl. Emmy Saelan III No. 2 makassar milik saksi Ir. 
Mansyur, terdakwa bekerja pada usaha play station di lantai I mulai 
masuk kerja pada tanggal 16 September 2013, korban Nur Halimah 
bekerja di bagian usaha Laundry di lantai II, korban mulai masuk 
kerja pada tanggal 4 Oktober 2013; 
 Bahwa Terdakwa Asrul sejak bekerja lansung tinggal di Ruko lantai 
I tersebut sedangkan korban Nur Halimah tinggal di tempat kost Jl. 
Mannuruki; 
 Bahwa pada selasa malam 08 Oktober 2013 datang pacar korban 
di ruko tersebut dan pamit pulang pada jam 23:00 malam, ada juga 
pamit pulang tidak lama setelah pacar korban pulang; 
 Bahwa karena hanya Terdakwa berdua dengan korban tinggal di 
Ruko termasuk maka pada sekitar jam 00.30 Terdakwa mulai 
mengganggu korban dengan cara naik di lantai II dan masuk ke 
Kamar Tidur korban meminta untuk tidur bersama dalam satu 
kamar sehingga sontak korban Nurhalimah ketakutan; 
 Bahwa karena takut sehngga pada sekira jam 01.00 malam rabu 
tanggal 09 Oktober 2013 korban Nur Halimah pura-pura mau beli 
detergen di Indomart disebelah kiri Ruko tempat terdakwa dan 
korban bekerja ; 
 Bahwa sampai di Indomart korban Nur Halimah cerita kepada 
karyawan Indomart yaitu saksi Hamka dan Zulfikar bahwa minta ijin 
numpang di Indomart karena merasa keselamatannya terancam di 
Ruko ada teamn kerjanya laki-laki memaksa masuk di kamarnya 
untuk tidur satu kamar ; 
 Bahwa selama korban Nur Halimah berada menenagkan diri di 
Indomart sampai jam 05.00 subuh Terdakwa 3 kali bolak balik 
mengajak korban Nur Halimah pulang ke Ruko namun selalu 
ditolak oleh korban ; 
 Bahwa setelah pagi sekira jam 06.30 Wita korban Nur Halimah baru 
kembali ke Ruko Lantai II untuk bekerja laundry ; 
 Bahwa pada sekitar jam 07.30 pagi keadaan Ruko masih sepi 
hanya ada Terdakwa dan Korban Nur Halimah kemudian Terdakwa 
naik ke lantai II menghampiri dari belakang korban Nur Halimah 
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 Bahwa Terdakwa langsung memeluk dari belakang korban 
kemudian menusuk dengan pisau dapur secara berkali-kali pada 
bagian perut, dada, leher, bokong, paha, sejumlah 16 (enam belas) 
luka tusuk, 4 (empat) buah luka memar pada samping kepala 
kanan, dahi, pipi, telinga, satu buah luka lecet geser pada pipi kiri, 
dua buah luka iris pada dada kanan dan pergelanggan tangan kiri, 
(sesuai visum et repertum bertanggal 18 Oktober 2013 No. 003-
Mt/VER/X/2013/rumkit, dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar) ; 
 Bahwa setelah korban Nur Halimah dalam keadaan lemas 
kemudian terdakwa membuka celana korban kemudian 
memasukkan kemaluannya dan menggoyang-goyang pantatnya 
sampai terdakwa mengeluarkan sperma ; 
 Bahwa setelah itu Terdakwa membuka bajunya dimasukkan ke 
dalam kantong kresek kemudian menutup pintu kamar mandi dan 
mengunci dari luar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan 
Ruko berangkat ke Pare-Pare ; 
 Bahwa pada jam 16.00 Wita sore Ir. Mansyur (pemilik Ruko) 
mampir umtuk shalat ashar mendengar suara air kran jalan terus 
ketika diketuk tidak ada dari dalam, ketika pintu kamar mandi 
dibuka paksa ternyata korban Nur Halimah sudah meninggal 
dengan bersimbah darah dan banyak luka ; 
 Bahwa pada besok hari tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa 
ditangkap di Pare-pare oleh polisi selanjutnya diproses sampai 
sekarang ; 
Menimbang, bahwa dalam di persidangan Terdakwa 
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 
 Bahwa benar Terdakwa kerja di usaha Play station (PS) milik saksi 
Yudith, Terdakwa kerja di tempat tersebut karena diajak oleh 
Priyatna ketika ketemu Terdakwa di pare-pare; 
 Bahwa Terdakwa mulai kerja di PS Ruko Emmy Saelan sejak 
tanggal 16 September 2013 
 Bahwa korban Nurhalima kerja di Laundry baru 4 hari sebelum 
kejadian; 
 Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada Rabu tanggal 9 Oktober 
2013 sekira jam 08.00 pagi; 
 Bahwa pada malam sebelum kejadian ada 4 (empat) orang di 
dalam Ruko, yaitu Priyatna, Allang, pacar korban; 
 Bahwa pada jam 23.00 malam pacar korban pulang, tidak lama 
kemudian Allang dan Priyatna juga pulang sehingga tinggal 
Terdakwa bersama korban dala Ruko; 
 Bahwa Terdakwa biasa cerita pada korban mengenai pekerjaan, 
sekolah dan mengenai orang tua Terdakwa yang sudah cerai; 
 Bahwa pada sekira jam 01.00 malam korban pergi ke indomaret 
beli detergen bukan karena takut pada Terdakwa; 
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 Bahwa pada malam tersebut benar Terdakwa ada 3 kali ke 
indomaret, yang kedua dan ketiga Terdakwa ada mengajak korban 
pulang karena sudah larut malam; 
 Bahwa pada jam 05.00 subuh Terdakwa telpon Yudit minta uang 
untuk ongkos pulang ke pare-pare; 
 Bahwa pada jam 07.00 pagi tanggal 9 Oktober 2013, korban 
Nurhalima baru datang ke Ruko; 
 Bahwa setelah korban datang kembali ke Ruko langsung naik ke 
lantai II kerja di tempat Laundry, tidak lama kemudian Terdakwa 
menghampiri dari belakang memeluk dan langsung menusuk pisau 
pada bagian perut serta pada bagian tubuh lainnya secara berkali-
kali namun tidak dapat diingat berapa kali ditusuk; 
 Bahwa setelah korban lemas kemudian Terdakwa membuka 
celananya kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam 
kemaluan korban Nurhalima; 
 Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian 
Terdakwa membuka baju dan memasukkan kedalam kantong 
kresek selanjutnya Terdakwa meninggalkan Ruko menuju ke Pare-
pare; 
 Bahwa pada besok hari tanggal 10 Oktober 2013 datang polisi 
menjemput Terdakwa dan membawa ke Makassar;           
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan Pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut 
Umum kepada terdakwa untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya 
tersebut; 
Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang 
didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan pertama Pasal 
340 KUHP atau kedua Pasal 285 KUHP; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan 
dakwaan pertama, maka majelis hakim sependapat dengan Jaksa 
Penuntut Umum dengan mempertimbangkan mempertimbangkan 
dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
 
ad.1). Barang siapa 
Bahwa unsur barang siapa menunjukan subjek hukum yaitu 
setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat 
bertanggung jawab secara hukum, perkara ini yang dihadapkan ke 
persidangan sebagai terdakwa adalah Asrul Eka Saputra bin H. Hamzah, 
identitasnya telah diakui seperti diuraikan diatas dan sepanjang dalam 
persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 
kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu 
unsur ini telah terpenuhi.    
ad.2). Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu 
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Bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelicting 
(Risalah penjelasan undang-undang), sengaja (dolus) berarti 
menghendaki mengetahui, pembuat harus menghendaki apa yang 
dialkukan dan mengetahui apa yang dilakukannya. 
Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan 
menusuk Pisau pada bagian perut , dada, leher, bokong, paha, secara 
berkali-kali dapat diartikan Terdakwa mengetahui akan mengakibatkan 
kematian pada korban, karena itu unsur dengan sengaja pada delik ini 
telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah 
perbuatan Terdakwa dengan sengaja tersebut dilakukan dengan suatu 
perencanaan terlebih dahulu. 
Menimabang, bahwa dengan memperhatikan kronologis 
perbuatan Terdakwa mulai dari jam 01.00 malam sampai pada melakukan 
tindakan menusuk pisau secara berkali-kali tubuh korban pada jam 07.30 
pagi terlihat bahwa tindakan tersebut sudah terencana atau direncanakan 
sejak pada jam 01.00 wita malam tanggal 9 Oktober 2013, hal itu semata-
mata dilakukan karena Terdakwa hanya bedua dalam satu Ruko pada 
malam tersebut dengan kondisi dan keadaan tersebut timbul nafsu birahi 
dalam benak dan pikiran Terdakwa yang tidak terkendali ingin 
menyetubuhi korban. 
Bahwa karena dalam pikiran Terdakwa dirasuki keinginan untuk 
menyetubuhi korban sehingga mengambil jalan pintas membunuh korban, 
pikiran Terdakwa tersebut terbaca oleh korban pada 01.30 malam 
sehingga korban pergi mengamankan diri di indomart terletak sebelah kiri 
ruko tersebut (sebagaiman keterangan saksi Hamka dan Zulfikar 
karyawan Indomart, keduanya menerangkan korban bercerita bahwa 
keselamatan jiwanya terancam oleh Terdakwa, dan keterangan saksi 
Yudit menerangkan pada jam 04.00 korban Nur Halimah sms saksi 
berbunyi keamanan jiwanya terancam, juga sms korban kepada saksi 
Wahyuni bahwa korban merasa tidak aman di Ruko sehingga 
mengamankan diri di Indomart). 
Bahwa selain bukti tersebut diatas juga dapat dilihat pada waktu 
sekitar jam 07.30 pagi ketika korban Nur Halimah dating dan langsung 
bekerja di laundry kamar mandi lantai II Terdakwa dari belakang langsung 
menghujani tusukan pisau pada tubuh korban, setelah korban Nur 
Halimah lemas Terdakwa membuka selana korban dan meyetubuhi, 
selesai menyutubuhi korban Terdakwa menutup pintu kama mandi dan 
mengunci dari luar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Ruko 
menuju ke Pare-pare. 
Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk pisau tubuh korban secara 
berkali-kali (sebanyak 16 kali dan 2 irisan) secara jelas terdakwa 
berpikiran untuk membunuh korban hal man pembunuhan tersebut telah 
dipikirkan oleh Terdakwa sejak jam 01.45 malam. 
Bahwa rentang waktu jam 01.45 malam sampai Terdakwa 
mewujudkan niatnya membunuh korban dengan berkali-kali menusuk 
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pisau pada tubuh korban pada sekira jam 07.30 pagi terdapat jeda waktu 
yang cukup untuk berpikir mewujudkan niatnya tersebut. 
Bahwa memang motivasi Terdakwa membunuh korban karena 
ingin menyetubuhi korban namun untuk mewujudkan keinginan tersebut 
Terdakwa secara sadar dalam waktu yang cukup menrencanakan 
membunuh korban seperti yang diuraikan diatas, dari rentang waktu 
tersebut juga Terdakwa dapat berpikir untuk membatalkan niatnya 
membunuh korban namun ternyata Terdakwa memilih untuk membunuh 
korban. 
Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan 
direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi.   
         
ad.3). Menghilangkan nyawa orang lain. 
Bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar tanggal 18 Oktober 2014 No. 003 MT/VER/X/2013, hasil 
pemeriksaan terhadap jenazah korban Nur Halimah yaitu : 
1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa beberapa luka 
interval ( luka-luka dalam keadaan korban masih hidup) yaitu: 
a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi 
kanan, dan telingan kiri akibat kekerasan tumpul. 
b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul. 
c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri 
akibat irisan benda tajam. 
d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, 
perut bagian tengah, perut kiri, punggung atas kanan, 
pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, paha kanan, paha 
kiri.   
2. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan pada waktu saat korban 
masih hidup yaitu adanya luka lecet pada permukaan selaput 
darah dan luka lecet pada ilang senggama. 
3. Ditemukan pada foto tontgen adanya gambaran udara pada 
rongga dada kanan akibat luka tusuk pada daerah punggung 
kanan dan gambaran perdarahan pada rongga perut akibat luka 
tusuk pada daerah perut. 
4. Ditemukan tanda-tanda anemis berat (kekurangan darah akibat 
perdarahan pada korban) yaitu mukosa bibir dalam pucat, kuku 
jari tangan dan kaki pucat serta kelopak mata dalam sangat 
pucat. 
5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan fakta-
fakta pada korban yaitu tampak telah terjadi kekerasan fisik 
dengan benda tajam yang meyebabkan korban mati, dan tampak 
telah terjadi persetubuhan pada saat korban masih hidup. 
6. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada daerah leher 
kiri yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah (arteri dan 
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vena di daerah leher kiri) sehingga terjadi perdarahan hebat yang 
fatal dan berisiko kematian secara cepat. 
Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta kematian 
korban adalah akibat perbuatan Terdakwa, hal mana Terdakwa juga 
mengakui dan membenarkan perbuatannya seperti yang diuraikan dalam 
Visum et Repertum tersebut diatas. 
Bahwa dengan demikian unsur “ menghilangkan nyawa orang 
lain ” telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam 
Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain”, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu 
primair. 
Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua, Pasal 
285 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut: 
 
ad.1). Barang siapa. 
Unsur barang siapa sudah diuraikan pada pertimbangan 
dakwaan kesatu primair diatas karena secara mutatis mutandis 
pertimbangan pada dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan pada 
dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
 
ad.2). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan melakukan 
kekerasan sesuai ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya 
adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali sehingga tidak 
mampu mengadakan perlawanan sedikitpun. 
Bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara 
Makassar tanggal 18 Oktober 2014 No. 003 MT/VER/X/2013, hasil 
pemeriksaan terhadap jenasah korban Nur Halimah yaitu: Ditemukan 
tanda-tanda kekerasan fisik berupa beberapa luka interval (luka-luka 
dalam keadaan korban masih hidup) yaitu: 
a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi 
kanan, dan telingan kiri akibat kekerasan tumpul. 
b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul. 
c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri 
akibat irisan benda tajam. 
d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, 
perut bagian tengah, perut kiri, punggung atas kanan, pinggang 
kiri, bokong kanan, bokong kiri, paha kanan, paha kiri.   
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Bahwa dari bukti-bukti perbuatan tersebut cukup jelas terlihat 
Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban Nur Halimah. 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan telah terpenuhi 
ad.3). Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan. 
Bahwa selanjutnya dalam Visum et Repertum diterangkan 
“ditemukan tanda-tanda persetubuhan pada waktu saat korban masih 
hidup yaitu adanya luka lecet pada permukaan selaput darah dan luka 
lecet pada liang senggama” demikian pula keterangan saksi Yudit melihat 
ada sperma di pinggir kemaluan dan celana korban Nur halimah ketika 
korban sudah meninggal dan tergeletak dalam kamar mandi. 
Bahwa Terdakwa juga mengakui dan membenarkan telah 
menyetubuhi korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Dan 
diperkuat dengan keterangan saksi Dumang (orang tua korban) dan saksi 
sakkari (kakak kandung korban) keduannya menerangkan korban masih 
gadis belum pernah menikah. 
Bahwa sesuai bukti-bukti tersebut maka unsur “memaksa 
seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan” telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dala 
Pasal 285 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan 
tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana didakwakan pada dakwaan 
kedua. 
Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga 
perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
Terdakwa: 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan Terdakwa mengakibabtkan meninggalnya orang 
lain. 
 Perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan. 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
 Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya 
pemakan kepada keluarga korban. 
 
2. Amar Putusan 
 
Mengadili 
       
1. Menyatakan Terdakwa: ASRUL EKA SAPUTRA bin H. 
HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta 
pemerkosaan ”. 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA 
SAPUTRA bin H. HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu 
dengan pidana “Seumur Hidup”; 
3. Memerintahakan Terdakwa tetap ditahan; 
4. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : 
 1 (satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25 cm. 
 1 (satu) lembar baju. 
 1 (satu) lembar celana panjang. 
 1 (satu) lembar celana dalam. 
 1 (satu) lembar BH.  
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
 
3. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) 
yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan 
di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 
sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan 
sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan Majelis 
Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas 
maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh Pasal 
dalam undang-undang tersebut. 
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Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”. 
Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan 
analisis yaitu: 
Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus 
berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah 
kemudian keterangan tersebut  Majelis Hakim memperoleh keyakinan 
bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dn 
terdakwalah yang melakukannya. Selain dari yang dijelaskan penulis di 
atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat memidanakan 
si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. 
Dalam putusan nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut penulis 
sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan 
oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan 
saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak 
pidana yang ditujukan kepadanya. 
Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya, terdakwa sabar akan akibat yang ditimbulkan. 
Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang 
74 
sehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak 
pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa 
























Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana 
berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 
78/PID.B/2014/PN.MKS adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 
KUHP, dakwaan subsidiair 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair 
351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua 285 KUHP. Diantara 
Pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair 
yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh 
terdakwa. 
2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan 
Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS menurut Penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh 
penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa 
yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis 
Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan 
pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan 
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perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui 
akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.         
B. Saran 
Adapun saran pada penelitian ini adalah: 
1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim 
dalam sidang dipengadilan. Salah satu hal yang harus 
diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya 
didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat 
dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.   
2. Hal-hal yang meringan kan bagi terdakwa berupa mengakui 
perbuatannya di persidangan, tidak menjadi pertimbangan bagi 
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